ACARAPERADILAN 
TATAUSAHA NEGARA 


BUKU AJAR 


HUKUM ACARA PERADILAN 
TATA USAHA NEGARA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak 
Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


ANE Pelanggaran Pasal 72 
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, 
atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 


iii 
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PENGANTAR 
DEKAN FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SAMUDRA 


Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia- 
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar tentang 
“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,” selawat beiring 
salam tercurahkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad 
saw., yang membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang 
penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Penulisan buku merupakan suatu keniscayaan bagi staf 
pengajar di Perguruan Tinggi. Penerbitan buku yang diberi judul 
“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” merupakan hasil 
karya ilmiah Nur Asyiah, S.H., M.H akan melengkapi khasanah 
literatur bidang kajian Ilmu Hukum yang termasuk kurikulum inti 
di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi. 

Buku ini memenuhi kebutuhan konstektual, karena memuat 
pembahasan lebih intensif yang disesuaikan dengan pola fikir 
kekinian dan diharapkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan 
khususnya mahasiswa, masyarakat yang ingin mengetahui hukum 
acara peradilan tata usaha negara pada umumnya. 

Tulisan yang disajikan di dalam buku ini adalah bahan 
dasar untuk memperkenalkan hukum acara peradilan tata usaha 
negara kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami 
teori dan praktik acara peradilan tata usaha negara. Penyiapan dan 
pengenalan dasar-dasar dan tata cara praktik hukum di peradilan 
tata usaha kepada mahasiswa, dipandang sangat penting sebagai 
persiapan untuk menjadi praktisi maupun sebagai ahli hukum 
lainnya. 
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Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini dapat 
menambahkan bacaan bidang Hukum Acara Peradilan yang dapat 
memberi penyelesaian secara tepat. 

Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini dapat 
menambahkan bacaan bidang Hukum Acara Peradilan yang dapat 
memberi penyelesaian secara tepat dan gamblang permasalahan 
peradilan tata usaha negara di tengah-tengah masyarakat serta 
seluruh masyarakat yang ingin mendalaminya. 

Saya memberikan apresiasi dan dukungan sepenuhnya 
kepada penulis yang sangat kreatif dalam pengabdian untuk 
mengembangkan ilmunya serta keikhlasannya. 


Langsa, .. Oktober. 2015 
PA 


Dr. Inyan Jauhari, S.H., M.Hum 
NIP. 196609031994031004 
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KATA PENGANTAR 


Pengalaman mengajar mata kuliah hukum acara peradilan 
tata usaha sejak dimasukkan dalam kurikulum Fakultas Hukum, 
adalah mempersiapkan bahan ajar dan metode pengajaran yang 
sebaik-baiknya untuk disajikan kepada mahasiswa sebagai peserta 
didik. Pendirian peradilan tata usaha negara dan perkembangan 
peraturan perundang-undangan, mulai dari amandemen Undang- 
Undang Dasar 1945 dan perubahan untuk kedua kalinya Undang- 
Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menuntut perbaikan dan 
penyempurnaan materi ajar yang disajikan. 

Selain itu perkembangan teori dan pemikiran yang sangat 
cepat di bidang kenegaraan dan tata usaha negara, menuntut 
bidang hukum materiil ketatausahaan negara juga mengalami 
perubahan. Begitu juga terhadap hukum acara perlu adanya 
penyesuaian, sehingga praktik pelaksanaan di peradilan tata usaha 
negara dapat menjawab persoalan sengketa di bidang tata usaha 
negara. Tulisan yang disajikan di dalam buku ini, adalah bahan 
dasar untuk memperkenalkan hukum acara peradilan tata usaha 
negara kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami 
teori dan praktik acara peradilan tata usaha negara. Penyiapan dan 
pengenalan dasar-dasar dan tatacara praktik hukum di peradilan 
tata usaha negara kepada mahasiswa, di pandang sangat penting 
sebagai persiapan untuk menjadi praktisi maupun sebagai ahli 
hukum lainnya. 

Penulis berusaha untuk menyampaikan penyajian secara 
berurutan dan sistematis tatacara beracara di peradilan tata usaha 
negara. Namun sangat disadari masih banyak terdapat 
kekurangan, baik dari substansi tulisan maupun sistematika 
penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 


vili 
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masukan dan saran terhadap buku ini, guna penyempurnaannya 
ke depan. Demikianlah penulis sampaikan dan atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih. 


Langsa, 10 Maret 2015 
Penulis 


Nur Asyiah, S.H., M.H. 
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BAB I 
PENGERTIAN DAN ISTILAH 
YANG DIGUNAKAN OLEH PTUN 


A. Pengertian Tata Usaha Negara 


Mengenai apa yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara, 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. 
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan, bahwa: 


“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang 
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan baik di pusat maupun daerah.” 


Sedangkan yang dimaksud dengan - urusan pemerintahan 
dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, oleh penjelasan Pasal 1 angka I 
disebutkan sebagai kegiatan yang bersifat eksekutif. Jika 
berbicara tentang kegiatan yang bersifat eksekutif, maka sangat 
berhubungan dengan teori Trias Politika dan Montesguieu. Dalam 
teori Trias Politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) 
bagian, yaitu: 

a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan 
perundang-undangan, 

b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan 
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan 
legislatif, 

c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili 
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang 
dibuat oleh kekuasaan legislatif. 


1 Abdullah Gofar, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 


Negara, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), h.48. 
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Philipus M. Hadjon dkk, mengemukakan, mengenai 
penjelasan atas Pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud 
dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat 
eksekutif. Tampaknya istilah eksekutif begitu populer kita 
gunakan tanpa menyadari kontradiksi yang terdapat dalam 
pengertian itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya 
melaksanakan undang-undang, tetapi atas dasar Freies Ermessen 
dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum 
diatur secara tegas oleh undang-undang. 

Menurut Victor Situmorang yang dikutip oleh Abduullah 
Gofar meninjau pengertian Administrasi Negara/Tata Usaha 
Negara dari dua (2) segi: 

a) Tinjauan dari para penganut teori residu yang terkena 
pengaruh teori Trias Politika (dengan tokoh Van Vollen 
Hoven), menyatakan bahwa administrasi negara/tata usaha 
negara adalah gabungan jabatan-jabatan, berupa aparat/alat 
administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah 
melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah (tugas 
pemerintah) berupa fungsi administrasi yang tidak 
ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan 
legislatif dan badan-badan pemerintah dari persekutuan 
hukum yang lebih rendah dari persekutuan negara. 
Persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari 
negara adalah daerah yang masin-masing diberi kekuasaan 
untuk memerintah sendiri daerahnya atas inisiatif sendiri 
atau berdasarkan suatu delegasi kekuasaan dari pemerintah 


Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 
Cetakan ke-IV, (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 
1995), h. 138. 

$ Abdullah Gofar, Teori dan Praktik ..., h11. 
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pusat (dulu dikenal dengan daerah swatantra tingkat I,II,IT 
serta Daerah Istimewa). 

b) Tanpa pengaruh teori Trias Politika, dikemukakan oleh AM 
Donner bahwa Administrasi negara adalah badan yang 
melaksanakan/menyelenggarakan tujuan negara. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Donner karena dia meninjau dari segi 
fungsi negara yakni sebagai penentu tujuan negara." 


Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan ada tiga (3) arti 
daripada Tata Usaha Negara/ Administrasi negara, yaitu” 
1) Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai 
institusi politik, 
2) Sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani atau 
sebagai kegiatan “pemerintah operasional, dan 
3) Sebagai proses teknis penyelenggaraan UU. 


B. Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 


Badan peradilan atau pejabat Tata Usaha Negara sudah ada 
sejak Indonesia merdeka, dan secara terus-menerus dan bertahap 
disempurnakan. Kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, 
peradilan umum, dan terakhir peradilan tata usaha Negara, diatur 
dengan undang-undang dan disempurnakan dengan undang- 
undang. 

Pengertian badan atau pejabat tata usaha Negara 
berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 5 tahun 1986 
tentang peradilan tata usaha negara yaitu: 


“badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau 
pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan 


Soewarno Handayaningrat, Azas-azas Organisasi Manajemen. Jakarta: 
Mas Agung. 1996. 
: Abdullah Gofar, Teori dan Praktik..., h.10 
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berdasarkan — peraturan  perundang-undangan — yang 
berlaku.” 


Pengertian badan atau pejabat usaha TUN disini secara 
sepintas adalah orang yang menduduki jabatan TUN tersebut. 
Padahal yang dimaksudkan dengan badan atau pejabat bukanlah 
orangnya melainkan jabatannya. Seorang gubernur atau walikota 
yang sudah pensiun tidak dapat digugat secara pribadi di PTUN 
karena Keputusan yang dikeluarkannya pada waktu mereka masih 
aktif. Apabila terjadi hal yang demikian maka yang digugat itu 
adalah gubernur atau walikota yang baru, karena yang digugat 
adalah jabatannya bukan pejabat atau orangnya.' 

Pengertian badan atau pejabat TUN tersebut tidak hanya 
oleh pejabat pemerintah. Tetapi berdasarkan Pasal 1 butir 2 
Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara bahwa ada unsur melaksanakan urusan pemerintahan 
artinya bahwa apa dan siapa saja berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku melaksanakan urusan 
pemerintah dapat dianggap sebagai badan atau pejabat TUN. 

Seperti yang ditegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, 
maka dia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara." 


Philipus M. Hadjon, dkk, Pengatar Hukum Administrasi Indonesia, Pasal 
1 angka 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), cet.9, h. 
141 

Lintong O Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian 
Sengketa Administrasi di Indonesia. Cetakan ke-I. (Jakarta: Penerbit 
Perum Percetakan Negara RI. 2005), h. 27. 
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Jadi tidak tertutup kemungkinan kepada siapa apa dan siapa 
saja diluar aparat resmi Negara (pihak swasta) berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan urusan 
pemerintahan. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam 
kenyataannya kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi ajang 
kegiatan badan atau apa saja dan siapa saja tersebut mungkin 
sekali dan dapat tidak terbatas pada instansi resmi yang berada 
dalam lingkungan dan jajaran pemerintahan saja. Mungkin sekali 
instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan dan diluar 
lingkungan kekuasaan pemerintah, seperti kesekretariatan 
jenderal MPR/ DPR mauun kepaniteraan dan hukum perdata 
swasta, orang swasta, universitas, rumah sakit, perusahaan 
angkutan, universitas swasta, yayasan dan sebagainya yang dapat 
berdasarkan suatu peraturan diberi tugas untuk melaksanakan 
suatu bidang urusan pemerintahan.” 

Selanjutnya didalam Pasal 1 ayat (6) Undnag-undang No. 9 
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa 
badan atau pejabat TUN adalah pihak yang mengeluarkan 
Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau 
dilimpahkan kepadanya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat 
dilihat bahwa pengertiannya yaitu bahwa siapa yang dapat 
digolongkan sebagai badan atau pejabat TUN menjadi lebih luas. 
Sehingga suatu lembaga, organisasi, atau perorangan dapat 
termasuk badan atau pejabat TUN sepanjang ia mendapat 
pelimpahan wewenang dari pemerintah dalam melaksanakan 


Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara. Cetakan ke-IV, Buku I dan Buku II, (Jakarta: Penerbit 
Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 67-68. 

2 Lintong O Siahaan, Prospek PTUN..., h.27-28. 
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urusan pemerintah. Sehingga Keputusan yang dikeluarkan oleh 
orang dapat dijadikan objek gugatan dalam sengketa TUN. 


C. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 


Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 2 bahwa 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 bahwa seng-keta Tata Usaha Negara selalu muncul 
sebagai akibat dan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 
Oleh karena itu, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 adalah sangat penting untuk dipahami, karena dengan 
memberikan pengertian yang lain tentang apa yang dimaksud 
dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 

Apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara 
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 
Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) 
menentukan, bahwa: 


“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha 
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, 
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 
badan hukum perdata. 
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Dari pengertian keputusan tata usaha Negara di atas, 


terdapat unsur-unsur mengenai keputusan tata usaha Negara, 


yaitu: 


1. 
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Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau 
pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang 
bersifat eksekutif. 

Tindakan hukum tata usaha Negara adalah perbuatan 
hukum badan atau pejabat tata usaha Negara yang 
bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha Negara 
yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban para orang 
lain. 

Bersifat konkret artinya yang diputuskan dalam keputusan 
tata usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud,tertentu 
atau dapat ditentukan,umpamanya keputusan mengenai 
rumah si A sebagai pegawai negeri. 

Bersifat individual artinya keputusan tata usaha Negara itu 
tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat 
maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari 
seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena putusan itu 
disebutkan. 

Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat 
menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih 
memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain 
belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan 
suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. 
Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai 
negeri memerlukan persetujuan dari badan administrasi 
kepegawaian Negara. 


Indonesia, Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU 
No. 5 Tahun 1986. LN No. 77No. 77, TLN No.3344, Pasal 1 angka 3 
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Apabila diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan 
Tata Usaha Negara tersebut, maka ditemukan unsur-unsurnya, 
sebagai berikut: 
1. Penetapan tertulis, 
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: 
3. Berisi tindakan hukum Tata usaha Negara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, 
4. Bersifat konkret, individual, dan final: 
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 
hukum perdata. 


Keputusan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara 
merupakan suatu pengertian yang sangat umum dan abstrak, yang 
dalam praktik tampak dalam bentuk Keputusan-keputusan yang 
sangat berbeda namun mengandung ciri-ciri yang sama. Adalah 
penting untuk mempunyai pengertian yang mendalam tentang 
pengertian dari Keputusan tata usaha negara sebab dalam hukum 
positif akan timbul akibat-akibat yang mungkin dipersengketakan 
dan penyelesaiannya oleh hakim di pengadilan." 


D. Sengketa Tata Usaha Negara 


Kekuasaan absolut dan pengadilan di lingkungan Peradilan 
Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan 
bertugas dan  ber-wenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 

Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha 
Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 


tt Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang..., h. 53. 


2 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengatar Hukum..., h. 124 
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1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: 


“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara 
antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di 
Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar- 
kan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 


Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa 


yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dan 


beberapa unsur, yaitu: 


1. 
2. 
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Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara, 
Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata 
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, 

Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan 
Keputusan Tata Usaha Negara. 

Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 menyebutkan bahwa istilah sengketa yang 
dimaksudkan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 
angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 
angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), mempunyai arti 
khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, 
yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan 
hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa 
yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara adalah 
perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam 
bidang Tata Usaha Negara. 


Rochmat Soemintro, Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: PT. 
Eresco,1995), cet. 3, h.3. 
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E. Gugat atau Penggugat 


Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009, tidak ada ketentuan yang menyebutkan 
siapa yang dimaksud dengan Penggugat tersebut. Namun 
berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat 
diketahui siapakah yang dimaksud dengan Penggugat. Pasal 53 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2004 menjelaskan: 


“Orang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata 
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar 
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai 
tuntutan ganti dan atau rehabilitasi.” 


Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa 
dalam sengketa Tata Usaha yang dapat bertindak sebagai 
Penggugat adalah: 

1. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat 
terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, 

2. Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha 

Negara. 


Artinya pada pemeriksaan di persidangan di lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan Badan publik 
atau Pejabat Tata Usaha Negara ( ambtenaar) bertindak sebagai 


M Rochmat Soemintro, Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: PT. 


Eresco,1995), cet. 3, h. 3. 
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Penggugat. Di dalam kepustakaan Hukum Tata Usaha Negara 
yang ditulis sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986, masih dimungkinkan Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara bertindak sebagai Penggugat." 

Maka pada akhirnya yang dimaksud penggugat adalah 
orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.' 


F. Tergugat 


Berbeda dengan siapa yang dimaksud dengan Penggugat, 
maka yang dimaksud dengan Tergugat ditentukan dalam Pasal 1 
angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 12 
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009), menyebutkan bahwa Tergugat adalah: 


“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada 
padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat 
oleh orang atau badan hukum perdata.” 


G. Pengadilan 


Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang 
melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan 
memutus perkara. Kata Pengadilan memiliki kata dasar yang 
sama yakni “adil” yang memiliki pengertian: 


Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi 
di Indonesia, Cetakan ke-I, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), h. 46. 

M. Nasir, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: 
Djambatan, 2003), h. 3 

HM Ibid., 
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a) Proses mengadili. 

b) Upaya untuk mencari keadilan. 

c) Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan. 
d) Berdasar hukum yang berlaku. 


Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau 
dengan perkataan yang lain, pengadilan adalah badan peradilan 
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan 
hukum dan keadilan. 


H. Hakim 


Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam 
pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, 

Hakim sebagai corong Undang-undang memiliki peranan 
yang amat besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Seorang 
Hakim dituntun untuk bekerja secara maksimal seseuai fungsi dan 
kewenangannya. Untuk melaksanakan suatu fungsi, pada semua 
lini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur 
pokok, yaitu: “Tugas, yang merupakan kewajiban dan 
kewenangan. Aparat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. 
Lembaga, yang merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana bagi aparat yang akan melaksanakan 
tugasnya. 
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